
 

 

 

 

 

 

BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI REMBANG  
 

NOMOR    19    TAHUN 2022 
 

TENTANG  

 
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI REMBANG, 

 
Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 

2023 berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
perlu memberikan pedoman standar harga satuan daerah; 
 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman 
pada standar harga satuan daerah dan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 

 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573; 

 

  

SALINAN 



 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

 
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2021 Nomor  6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 157); 

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158); 

 
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2021 Nomor 2); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023. 
 

Pasal  1 
 

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Harga Satuan di 



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 
 

Pasal 2 
 
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Rembang Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat 
Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang 
untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam 
penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.   
 

Pasal 3 
 

Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Rembang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
merupakan batas tertinggi termasuk pajak dan/atau jasa lainnya. 

 
Pasal  4 

 
Patokan harga per meter persegi untuk pengadaan tanah 
menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)/harga pasar/hasil 
penilai independen. 

                                    
Pasal  5 

 
(1) Mekanisme perubahan standar harga satuan dengan tata cara 

sebagai berikut: 
a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan item 

kegiatan/biaya kepada kepala BPPKAD  melalui tim 
standardisasi dilampiri dengan: 

1. rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan 
sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a yang menjadi 
dasar pelaksanaan kegiatan; 

2. survei harga pasar minimal 3 (tiga) sumber yang berbeda; 
dan 

3. kajian pendukung dari Perangkat Daerah yang 
bersangkutan. 

 
 
 

b. tim standardisasi meneliti berkas atas usulan Perangkat 
Daerah; dan 

c. Kepala BPPKAD mengajukan usulan perubahan standar 
harga satuan. 
 

(2) Perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal  6 

 
Khusus ketentuan mengenai pekerjaan yang sumber dananya berasal 
dari Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
dan bantuan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Pasal 7 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Rembang. 



 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal  31 Mei 2022 

 
BUPATI REMBANG, 

 
ttd 

 

ABDUL HAFIDZ 
Diundangkan di Rembang 

pada tanggal 31 Mei 2022 
                                           
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN REMBANG,  
 
            ttd 

 
      FAHRUDIN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR  19 
 

 

 
 


